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 Abstract: This study aims to determine the extent of community 
empowerment in the State of Halong, Baguala District. The problem is 
the extent of community empowerment in the State of Halong, Baguala 
District. The population in this study were all village officials, 
amounting to 25 people and all family heads totaling 175 people. So 
that the total population in this study was 200 people. The results of 
this study indicate that 17 respondents (34%) of respondents said that 
the welfare of the people of the State of Halong was not good on the 
grounds of not fulfilling basic needs. 16 respondents (32%) said that it 
was not good because there was no equal access to resources. 19 
respondents (38%) of respondents said that it was not good because of 
the gap of 20 people (40%) of respondents said it was not good 
because of the lack of community participation to take part in the 
decision making process. And 14 respondents (28%) said that it was 
not good because they did not get their rights. 
 
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang sejauh 
mana pemberdayaan masyarakat di Negeri Halong Kecamatan Baguala. 
Permasalahan adalah Sejauh mana pemberdayaan masyarakat di 
Negeri Halong Kecamatan Baguala. Populasi dalam peneltian ini adalah 
seluruh aparat desa yang berjumlah 25 orang dan seluruh kepala 
keluarga yang berjumlah 175 orang. Sehingga total populasi dalam 
penelitian ini adalah 200 orang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
17 responden (34%) responden mengatakan bahwa kesejahteraan 
masyarakat Negeri Halong kurang baik dengan alasan tidak 
tercukupinya kebutuhan dasar. 16 responden (32%) mengatakan 
kurang baik karena tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber 
daya. 19 responden (38%) responden mengatakan bahwa kurang baik 
karena kesenjangan 20 orang (40%) responden mengatakan kurang 
baik karena kurangnya partisipasi masyarakat ikut andil dalam proses 
pengambilan keputusan. Dan 14 responden (28%) mengatakan kurang 
baik karena belum mendapatkan hak-haknya. 
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PENDAHULUAN 
Negeri merupahkan satu wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga, yang 
mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala Negeri). 
Negeri sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat. Ia tidak 
memberikan penegasan bahwa komunitas Negeri secara khusus bergantung pada 
sektor pertanian. Dengan kata lain masyarakat, masyarakat Negeri sebagai komunitas 
kecil dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak hanya disektor 
pertanian saja. Secara historis, Negeri merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat 
politik dan pemerintahan di indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Struktur 
sosial sejenis Negeri, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi yang 
otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri relatif mandiri. 
Sedangkan pemberdayaan dapat dikatakan sebagai suatu proses penyelenggaraan 
pembangunan (Hadi, 2020), yang bertumpu pada beberapa elemen masyarakat sera 
peningkatan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat Negeri dapat juga 
dikatakan sebagai pemberdayaan insani, yakni suatu pembangunan yang objek 
utamanya adalah aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan 
memberdayakan masyarakat di daerah peNegerian sebagai warga negara, seperti 
pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan 
sebagainya (Margayaningsih, 2015). Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu 
proses penyelenggaraan pembangunan (Karsidi, 2001). Dalam pelaksanaannya, 
sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik 
dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari Negeri, bantuan pemerintah 
maupun bantuan organisasi-organisasi/lembaga domestik maupun internasional 
untuk meciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah atas kabupaten dan 
kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah (Simandjuntak, 2015) 
dengan segalah perangkatnya yang tersendiri berdasarkan undang-undang daerah 
provinsi disamping memiliki stasus sebagai daerah otonom, juga berkedudukan 
sebagai wilaya administrasi. Adapun daerah kabupaten dan daerah kota sepenunya 
berkedudukan sebagai daerah otonom, yang menurut ketentuan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintaan daerah (Kusnadi, 2017) diartikan sebagai 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilaya yang berwenang 
mengatur dan mengurus urusan pemerintaan dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara 
kesatuan republik indonesia. 
Dalam hal ini, pemerintah Negeri harus menyadari hak-hak dan kewajiban yang 
dimilikinya untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya 
berdasarkan asal-usul dan adat Istiadat yang berlaku dalam sistem pemerintahan 
nasional di bawah pemerinta daerah (Buana & Djanggih, 2018). Hal ini juga 
mengandung maksud bahwa pemberian kewenangan pada pemerinta Negeri secara 
umum di tujukan dalam rangka mengembalikan hak-hak aslinya melalui pengakuan 
atas keragaman yang selama ini di persatukan dengan nomenklatur Negeri.Selanjutnya 
kesatuan Dalam rangka meningkatkan keberhasilan otonomi daerah untuk 
meningkatkan pemberdayaan dan kesejateraan masyarakat secara demokratis, 
sedangkan Pemerintahan Negeri  adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia. Pemerintah Negeri adalah kepala Negeri yang disebut dengan 
nama lain di bantu perangkat Negeri sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan 
Negeri. 
Ketimpangan, terutama pembangunan di negeri. Di daerah perkotaan ditandai dengan 
kemudahan mengakses informasi, fasilitas dan sebagai pusat perekonomian, 
sedangkan di daerah identik dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Maka dari itu, 
untuk kembali meminimalisir ketimpangan baik itu pembangunan dalam segi fisik 
ataupun pembangunan dalam segi insani (pemberdayaan) antara kota dan Negeri, 
maka pemerintah kembali mengucurkan bantuan dana untuk Negeri atau disebut juga 
dengan program “dana Negeri”. Dalam rangka memperkuat kewenangan Negeri, 
pemerintah mengeluarkan peraturan materi dalam negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang pedoman pembagunan Desa,  dimana pemerintah berupaya agar kegiatan 
pembagunan Negeri dapat dilaksanakan secara terencana, terkordinasi dan melibatkan 
partisipasi masyarakat dalam perencanaan, impelementasi serta pemantawan 
terhadap pelaksanaan pembagunaan Negeri. 
Penyelenggaraan pemerintahan Negeri merupakan subsistem dalam penyelenggaraan 
sistem pemerintahan nasional, sehinga Negeri memiliki kewenangan untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintahan Negeri selain menjelankan 
tugasnya dalam bidang pemerintahan dan pembagunan, pemerintahan Negeri juga 
melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan. Dimana dalam 
bidang kemasyarakatan, kepala Negeri dan perangkat Negeri berperan aktif dalam 
menangani tugas dalam bidang kemasyarakatan.  Pemerintah Negeri turut serta dalam 
membina masyarakat Negeri, seperti yang kita ketahui pemerintah Negeri mempunyai 
kewajiban menegakan peraturan perudang-undanagan dan memelihara ketertiban dan 
ketentuan masyarakat. Ketertiban adalah suasanan yang mengara kepada peraturan 
dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehinga menimbulkan motifasi 
bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang di inginkan. Dalam pemerintahan terdapat 
berbagai tugas pokok dalam setiap bidang masing-masing. 
Sebagai mana lebih lanjut di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 
Tahun 2014  tentang pedoman pembagunan Desa, bahwa rancangan RPJM  Negeri 
membuat visi dan misi kepala Negeri,  arah kebijakan pembagunaan Negeri, serta 
rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Negeri, 
pelaksanaan pembagunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan 
pemberdayaan masyarakat Negeri.Faktor ketertinggalan Negeri dapat dilihat karena 
masih minimnya ketersedian sarana dan prasaran, setidaknya peluang kerja didalam  
negeri dan hasil membagunan yang tidak bermanfat lansung kepada masyarakat 
miskin serta kelompok marjinal Negeri. Oleh karena itu pemerinta bertanggung jawab 
secara penuh untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dasar di 
Negeri dan pemerintah telah mendelegasikan kewenangan untuk megatur dan 
mengurus pembagunan secara lansung kepada Negeri hal itu bermakna bahwa Negeri 
juga harus melaksanakan pembagunan antara lain adalah pelaksanaan pemberdayaan 
di Negeri Halong setelah penelitian melakukan pengamatan sementara terdapat 
beberapa program pemberdayaan masyarakat antara lain infrastruktur Negeri, seperti 
perbaikan jalan, selokan, kursus memasak dan lain-lain. 
Untuk itu agar pemerintah Negeri dapat di lakukan dengan semangat dalam gotong 
royong yang dikenal dengan istilah Masohi dan sumber daya Negeri. Serta pelaksanaan 
program sektor yang masuk ke Negeri harus di informasikan kepada pemerintah 
Negeri dan di integrasikan dengan rencana pembangunan Negeri. Karena masyarakat 
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Negeri berhak mendapatkan informasi dan pemantauan terhadap rencana dan 
pelaksanaan pembangunan Negeri. Pemerintah Negeri berharap kegiatan yang di 
lakukan dalam Negeri dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang di harapkan 
oleh pihak yang bersangkutan. Sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat bagi 
pembangunan di Negeri. Untuk itu upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur 
lebih mendepankan pada pembangunan pada Negeri. 
Bertolak dari uraian-uraian yang telah di kemukakan, dan sesuai dengan pengamatan 
awal yang dilakukan oleh penulis terlihat adanya gejala-gejala/indikasi-indikasi 
pemberdayaan masyarakat sebagai berikut: 
1). Masalah terdapat masyarakat yang tingkat kesejahteraan belum tercukupi 
misalnya tingkat pendidikan, kesehatan, pangan dan sandang. 
2). Kurang adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya. 
3). Adanya diskriminasi. 
4). Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. 
5). Masyarakat kurang diberikan kesempatan untuk mengendalikan dan mengelolah 
sumber daya yang ada. 
Dari uraian di atas, maka menarik penulis untuk mengadakan penelitian yang dapat di 
tuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: Tinjauan Tentang 
Pemberdayaan Masyarakat Di Negeri Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon. 
 
KAJIAN PUSTAKA 
Pengertian Pemberdayaan 
Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “empowerment” yang biasa diartikan 
sebagai pemberkuasaan. Dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” 
(power) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (Mustika & 
Hendradewi, 2019).  Rappaport mengartikan empowerment sebagai suatu cara 
dimana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas 
kehidupannya (Hadi, 2010). Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian 
upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber 
daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat 
meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang 
dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui 
kegiatan-kegiatan swadaya (Hadi, 2009). 
Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk 
meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf 
hidupnya (Zuliyah, 2010), upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan 
keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan di atas kekuatan sendiri. 
Asumsi dasar yang dipergunakan adalah bahwa setiap manusia mempunyai potensi 
dan daya, untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Dengan demikian, pada 
dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya. 
Pemberdayaan menurut Suhendra (2006) adalah suatu kegiatan yang 
berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi 
masyarakat yang ada secara partisipatif. Dengan cara ini akan memungkinkan 
terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh kesinambungan kewajiban 
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dan hak, saling menghormati tanpa ada yang asing dalam komunitasnya (Askar, 
2019). 
Menurut Moh. Ali Aziz dkk (2005), Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang 
fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses 
memutus (break down) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini 
mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki 
objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari 
subjek ke objek. asil akhir dari pemberdayaan ini adalah beralihnya fungsi individu 
yang semula menjadi objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang 
nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subjek dengan subjek lain. 
Pemberdayaan Masyarakat 
Pemberdayaan dalam konteks masyarakat  adalah kemampuan individu yang 
bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat 
bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, 
terdidik dan kuat inovatif, tentu memiliki keberdayaan tinggi. Keberdayaan masyarakat 
adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (survive) dan 
dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan 
masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat 
nasional disebut ketahanan nasional. 
Sunyoto Usman (2004),  dalam pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat 
mengatakan bahwa, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai 
usaha memperkuat apa yang lazim disebut community self-reliance atau kemandirian. 
Dalam proses ini, masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang 
dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta 
diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki. 
Menurut Jim Ife (Suhendra, 2006), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni 
kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut 
kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas: 
1). Pilihan-pilihan personal dan kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat 
keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan. 
2). Pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan 
aspirasi dan keinginannya. 
3). Ide atau gagasan, kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan 
dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan. 
4). Lembaga-lembaga, kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi 
pranata-pranata masyarakat seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan 
kesehatan. 
5). Sumber-sumber, kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan 
kemasyarakatan. 
6). Aktivitas ekonomi, kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme 
produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa. 
7). Reproduksi, kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan 
anak, pendidikan dan sosialisasi. 
Menurut Priyono dan Pranarka (1996:78) proses pemberdayaan mengandung dua 
kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan dengan kecenderungan primer 
menekankan pada proses pemberian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada 
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masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat 
dilengkat dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan 
kemandirian mereka melalui organisasi. Kedua, proses pemberdayaan dengan 
kecenderungan sekunder menekanka pada proses menstimulasi, mendorong atau 
memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk 
menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. 
Berkenaan dengan pemberdayaan, ada tiga power yang bisa menguatkan kapasitas 
masyarakat. Adapun power tersebut adalah: 
1) Power to (kekuatan untuk) merupaka kemampuan seseorang untuk bertindak, 
rangkaian ide dari kemampuan. 
2). Power with (kekuatan dengan) merupakan tindakan bersama, kemampuan 
untuk bertindak bersama. Dasarnya saling mendukung, solidaritas dan kerja 
sama. Power with dapat membantu membangun jembatan dengan menarik 
perbedaan jarak untu mengubah atau mengurangi konflik sosial dan 
mempertimbangkan keadilan relasi. 
3). Power within (kekuatan di dalam) merupakan harga diri dan martabat individu 
atau bersama. Power within ini merupakan kekuatan untuk membayangkan 
dan membuat harapan. Sehingga di dalamnya berupa niat, kemauan, kesabaran, 
semangat, dan kesadaran. 
Memberdayakan masyarakat merupakan memampukan dan memandirikan 
masyarakat. Dalam kerangka pemikiran tersebut upaya memberdayakan masyarakat 
dapat ditempuh melalui 3 (tiga) jurusan: 
1). Enabling, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 
masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, 
setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan 
adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong 
(encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan 
potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. 
2). Empowering, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya 
yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata 
seperti penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaa akses kepada 
berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan. 
3). Protecting, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem 
perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subyek pengembangan. Dalam proses 
pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena 
kekurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini 
dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang 
serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. 
Edi Suharto (1998) menjelaskan pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga 
pendekatan yaitu: 
1). Pendekatan mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui 
bimbingan konseling, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing 
atau melatih individu dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya. Model 
ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered 
approach) 
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2). Pendetakatan mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok masyarakat, 
pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelompok 
sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya 
digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, 
keterampilan serta sikap-sikap kelompok agar memiliki kemampuan 
memecahkan permasalahan yang dihadapi. 
3). Pendekatan makro. Pendekatan ini sering disebut dengan strategi sistem 
pasar (large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada 
sistem lingkungan yang luas (Lestari & Djanggih, 2019). Perumusan kebijakan, 
perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pengorganisasian dan 
pengembangann masyarakat adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. 
Tujuan Pemberdayaan 
Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan 
masyarakat menjadi mandiri (Suryo, 2017). Kemandirian tersebut meliputi 
kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan 
tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu 
masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi 
yang dialami masyarakat yang tandai oleh kemampuan untuk memikirkan, 
memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai 
pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya 
kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dengan 
pengarahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersbut, 
dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber 
daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik, afektif dan 
sumber daya manusia yang bersifat fisik material. 
Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif 
masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan 
berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat 
dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif 
merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada 
perilaku yang sensitive terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi 
afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat 
diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan 
psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai 
upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. 
Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan 
psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian 
masyarakat yang dicita-citakan (Febrianti & Suprojo, 2019), karena dengan demikian 
dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan 
kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan 
dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian 
masyarakat diperlukan suatu proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara 
bertahap akan memperoleh kemampuan daya dari waktu ke waktu, dengan demikian 
akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian 
mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari 
pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan 
masyarakat yang ideal (Sulistyani, 2004). 
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Prinsip-Prinsip Pemberdayaan 
Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program 
pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, 
dan berkelanjutan. Adapun lebih jelasnya adalah sebagai berikut: 
1. Prinsip Kesetaraan 
Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan 
masyarakat adalah  adanya kesetaraan atau  kesejajaran kedudukan antara 
masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan 
masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.Dinamik yang dibangun adalah 
hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai 
pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling 
mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar. 
2. Partisipasi 
Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah 
program yang sifatnya partisipastif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan 
dievaluasi oleh masyarakat (Umanailo, 2019). Namun, untuk sampai pada 
tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan 
pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat 
3. Keswadayaan atau kemandirian 
Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan 
masyarakat daripada bantuan pihak lain (Iryanam 2018). Konse ini tidak 
memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the have 
not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have little). 
Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam 
tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki 
tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang 
sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses 
pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang 
sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat 
keswadayaannya. 
Prinsip “mulailah dari apa yang mereka punya”, menjadi panduan untuk 
mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus 
secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya 
pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu 
mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 
4. Berkelanjutan 
Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada 
awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri 
(Rinawati, 2006). Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin 
berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola 
kegiatannya sendiri. Selain prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip 
pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial. Pemberdayaan adalah proses 
kolaboratif, karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja 
sama sebagai partner. Adapun prinsip tersebut adalah: 
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a. Proses pekerjaan sosial menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek 
yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-
kesempatan. 
b. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat 
mempengaruhi perubahan. 
c. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya 
pengalaman yang memberikan persaan mampu pada masyarakat. 
d. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi kasus, harus beragam dan menghargai 
keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah 
tersebut. 
e. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting 
bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan 
mengendalikan seseorang. 
f. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, 
cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri 
g. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena 
pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan. 
h. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan 
untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif. 
i. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif dan 
permasalahan selalu memiliki beragam solusi. 
j. Pemberdayaan dicapai  melalui  struktur-struktur personal dan pembangunan 
ekonomi secara paralel. 
Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat 
Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu 
diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu 
berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberikan, 
segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran 
perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. 
UNICEF (2012) mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan 
pemberdayaan masyarakat, terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, 
partisipasi dan kontrol. Lima dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat 
dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan 
melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci dari masing-masing dimensi: 
1). Kesejahteraan 
Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari 
tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, 
pendidikan dan kesehatan. 
2). Akses 
Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan 
manfaaf yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses 
merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada 
dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber 
daya yang di punyai oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding 
mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. 
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Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, 
dan sebagainya. 
3). Kesadaran kritis 
Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan 
alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata-mata memang 
kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya 
diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti 
berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan 
sosial yang dapat dan harus diubah. 
4). Partisipasi 
Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai 
lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses 
pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka 
tidak terabaikan. 
5). Kontrol 
Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut 
memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber 
daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan 
hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan 
tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dapat 
mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki. 
Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program 
pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut: 
a Berkurangnya jumlah penduduk miskin. 
b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh 
penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 
c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan 
kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya. 
d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin 
berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya 
permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta 
makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam 
masyarakat. 
e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang 
ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu 
memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode Penelitian ini merupakan metode deskritif dengan pendekatan kualitatif. 
Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 
menggambarkan dan mendiskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di 
lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-
fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan (Nazir, 2018). Penelitian 
deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, 
menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalah yang akan di teliti dengan 
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mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu 
kejadian (Rukajat, 2018). 
Lokasi Penelitian adalah masyarakat pada Negeri Halong Kecamatan Baguala Kota 
Ambon. Populasi dalam peneltian ini adalah seluruh aparat desa yang berjumlah 25 
orang dan seluruh kepala keluarga yang berjumlah 175 orang. Sehingga total populasi 
dalam penelitian ini adalah 200 orang. Mengingat populasi jumlahnya sangat besar 
maka menurut Arikunto, (2002) yang mengatakan bahwa jika subjek lebih besar dapat 
diambil antara 10-25% dengan rumus yang digunakan untuk pengambilan sampel 
adalah: 
n = 25% x N 
n = 25% x 200 = 50 
Keterangan: 
n = besar sampel 
N = besar populasi 
Berdasarkan rumus yang digunakan maka jumlah sampel dalam penelitian adalah 50 
responden. 
Untuk menguji hipotesis yang penulis kemukakan, maka penulis membutuhkan 
sejumlah data yang didapat dengan menggunakan instrumen berupa Wawancara 
berstruktur, Observasi, dan Studi Kepustakaan, yaitu: penelitian melalui literatur-
literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data-data yang di kumpulkan 
dalam penelitian ini akan di analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif 
dengan bantuan tabel frekuensi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Analisis Data 
Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah tinjauan pemberdayaan 
masyarakat pada Negeri Halong Ambon.Untuk menjawab permasalahan di atas, 
maka dilakukan pengumpulan data melalui penelitian lapangan yang berkaitan 
dengan variabel pemberdayaan masyarakat pada Negeri Halong Ambon yang 
kemudian di ukur dengan indikator-indikator sebagai berikut: Kesejahteraan, 
Akses,Kesadaran Kritis, Partisipasi,   Kontrol. 
1). Kesejahteraan  
Untuk melihat tanggapan responden tentang kesejahteraan, maka dapat dilihat 
pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1 
Tanggapan Responden Tentang Kesejahteraan 
 
No Pertanyaan Penelitian Frekuensi Presentasi 
1 Menurut Bapak/Ibu apakah  
kesejahteraan masyarakat 
Negeri Halong sudah baik? 
a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Kurang baik 
d. Tidak baik 
 
 
 
13 
11 
17 
9 
 
 
 
26 
22 
34 
18 
Total 50 100 
Sumber: Hasil Penelitian 2018 
 
Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa responden yang menjawab sangat 
baik sebanyak 13 orang (26%), yang menjawab baik sebanyak 11 orang (22%), yang 
menjawab kurang baik 17 orang (34%), dan yang menjawab tidak baik sebanyak 9 
orang (18%). 
Berdasarkan tabel frekuensi di atas maka tanggapan responden tentang kesejahteraan 
masyarakat Negeri Halong sebanyak 17 orang (34%) responden mengatakan bahwa 
kesejahteraan masyarakat Negeri Halong kurang baik karena ada masyarakat yang 
mengatakan kurangnya kesejahteraan masyarakat Negeri Halong yang tidak 
tercukupinya kebutuhan dasar sandang, papan, panggan, pendapatan, pendidikan dan 
kesehatan. 
2) Akses 
Untuk melihat tanggapan responden tentang akses, maka dapat dilihat pada tabel 
berikut ini:  
Tabel 2 
Tanggapan Responden Tentang Akses 
 
No Pertanyaan Penelitian Frekuensi Presentasi 
1 Menurut Bapak/Ibu apakah  
akses masyarakat Negeri 
Halong sudah baik? 
a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Kurang baik 
d. Tidak baik 
 
 
 
11 
13 
16 
7 
 
 
 
28 
26 
32 
14 
Total 50 100 
Sumber: Hasil Penelitian 2018 
 
Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa responden yang menjawab sangat 
baik sebanyak 11 orang (28%), yang menjawab baik sebanyak 13 orang (26%), yang 
menjawab kurang baik 16 orang (32%), dan yang menjawab tidak baik sebanyak 7 
orang (14%). 
Berdasarkan tabel frekuensi di atas maka tanggapan responden tentang akses 
masyarakat Negeri Halong sebanyak 16 orang (32%) responden mengatakan bahwa 
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akses masyarakat Negeri Halong kurang baik karena tidak adanya kesetaraan akses 
terhadap sumber daya yang dipunyai masyarakat di Negeri Halong yang berada di 
kelas lebih tinggi di banding mereka di kelas rendah. 
3). Kesadaran kritis 
Untuk melihat tanggapan responden tentang kesadaran kritis, maka dapat dilihat pada 
tabel berikut ini:  
Tabel 3 
Tanggapan Responden Tentang Kesadaran Kritis 
 
No Pertanyaan Penelitian Frekuensi Presentasi 
1 Menurut Bapak/Ibu apakah  
kesadaran kritis masyarakat 
Negeri Halong sudah baik? 
a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Kurang baik 
d. Tidak baik 
 
 
 
11 
11 
19 
9 
 
 
 
22 
22 
38 
18 
Total 50 100 
Sumber: Hasil Penelitian 2018 
 
Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa responden yang menjawab sangat 
baik sebanyak 11 orang (22%), yang menjawab baik sebanyak 11 orang (22%), yang 
menjawab kurang baik 19 orang (38%), dan yang menjawab tidak baik sebanyak 9 
orang (18%). 
Berdasarkan tabel frekuensi di atas maka tanggapan responden tentang kesadaran 
kritis masyarakat Negeri Halong sebanyak 19 orang (38%) responden mengatakan 
bahwa akses masyarakat Negeri Halong kurang baik karena ada masyarakat yang 
mengatakan kurangnya kesadaran kritis masyarakat Negeri Halong dalam kehidupan 
bermasyarakat. 
4). Partisipasi  
Untuk melihat tanggapan responden tentang partisipasi maka dapat dilihat pada tabel 
berikut ini:  
Tabel 4 
Tanggapan Responden Tentang Partisipasi 
 
No Pertanyaan Penelitian Frekuensi Presentasi 
1 Menurut Bapak/Ibu apakah  
partisipasi masyarakat Negeri 
Halong sudah baik? 
a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Kurang baik 
d. Tidak baik 
 
 
 
15 
7 
20 
8 
 
 
 
30 
14 
40 
16 
Total  50 100 
Sumber: Hasil Penelitian 2018 
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Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa responden yang menjawab sangat 
baik sebanyak 15 orang (30%), yang menjawab baik sebanyak 7 orang (14%), yang 
menjawab kurang baik 20 orang (40%), dan yang menjawab tidak baik sebanyak 8 
orang (16%). 
Berdasarkan tabel frekuensi di atas maka tanggapan responden tentang partisipasi 
masyarakat Negeri Halong sebanyak 20 orang (40%) responden mengatakan bahwa 
partisipasi masyarakat Negeri Halong kurang baik karena ada masyarakat yang 
mengatakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 
dan dengan demikian kepentingan mereka terabaikan. 
5). Kontrol  
Untuk melihat tanggapan responden tentang kontrol maka dapat dilihat pada tabel 
berikut ini:  
Tabel 5 
Tanggapan Responden Tentang Kontrol 
 
No Pertanyaan Penelitian Frekuensi Presentasi 
1 Menurut Bapak/Ibu apakah  
kontrol masyarakat Negeri 
Halong sudah baik? 
a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Kurang baik 
d. Tidak baik 
 
 
 
13 
11 
14 
12 
 
 
 
26 
22 
28 
24 
Total 50 100 
Sumber: Hasil Penelitian 2018 
 
Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa responden yang menjawab sangat 
baik sebanyak 13 orang (26%), yang menjawab baik sebanyak 11 orang (22%), yang 
menjawab kurang baik 14 orang (28%), dan yang menjawab tidak baik sebanyak 12 
orang (24%). 
Berdasarkan tabel frekuensi di atas maka tanggapan responden tentang kontrol 
masyarakat Negeri Halong sebanyak 14 orang (28%) mengatakan bahwa kontrol 
masyarakat Negeri Halong tidak baik karena ada masyarakat yang mengatakan mereka 
belum mendapatkan hak-haknya dan juga belum menikmati sumber daya serta belum 
bisa mengelolah sumber daya yang di miliki oleh masyarakat di Negeri Halong. 
 
A. Interprestasi Data 
1). Kesejahteraan 
Berdasarkan paparan data pada tabel 1 maka dapat diinterprestasikan bahwa 
menurut masyarakat sebanyak 17 orang (34%) responden mengatakan bahwa 
kesejahteraan masyarakat Negeri Halong kurang baik karena ada masyarakat yang 
mengatakan kurangnya kesejahteraan masyarakat Negeri Halong yang tidak 
tercukupinya kebutuhan dasar sandang, papan, panggan, pendapatan, pendidikan 
dan kesehatan. 
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2). Akses 
Berdasarkan paparan data pada tabel 2 maka dapat diinterprestasi bahwa menurut 
masyarakat sebanyak 16 orang (32%) responden mengatakan bahwa akses 
masyarakat Negeri Halong kurang baik karena tidak adanya kesetaraan akses terhadap 
sumber daya yang dipunyai masyarakat di Negeri Halong yang berada di kelas lebih 
tinggi di banding mereka di kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan 
pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, 
ketrampilan, dan sebagainya. 
3) Kesadaran Kritis 
Berdasarkan paparan data pada tabel 3 maka dapat diinterprestasikan bahwa menurut 
masyarakat sebanyak 19 orang (38%) responden mengatakan bahwa akses 
masyarakat Negeri Halong kurang baik karena kesenjangan yang terjadi dalam 
kehidupan masyarakat Negeri Halong sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang 
melembaga. Keberdayaan pada tingkat ini berupa kesadaran masyarakat bahwa 
kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus di ubah. 
4). Partisipasi 
Berdasarkan paparan data pada tabel 4 maka dapat diinterprestasikan bahwa menurut 
masyarakat sebanyak 20 orang (40%) responden mengatakan bahwa partisipasi 
masyarakat Negeri Halong kurang baik karena ada masyarakat yang mengatakan 
kurangnya partisipasi masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan 
dengan demikian kepentingan mereka terabaikan.  
5). Kontrol 
Berdasarkan paparan data pada tabel 5 maka dapat diinterprestasikan bahwa menurut 
masyarakat sebanyak sebanyak 14 orang (28%) mengatakan bahwa kontrol 
masyarakat Negeri Halong kurang baik karena ada masyarakat yang mengatakan 
mereka belum mendapatkan hak-haknya dan juga belum menikmati sumber daya serta 
belum bisa mengelolah sumber daya yang di miliki oleh masyarakat di Negeri Halong. 
 
KESIMPULAN 
Dari lima indikator pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk melihat 
pemberdayaan masyarakat pada Kantor Negeri Halong yaitu kesejahteraan, akses, 
kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan 
yang ada di Kantor Negeri Halong baik. Meskipun demikian masih ada beberapa 
indikator pemberdayaan yang mendapatkan hasil kurang baik, seperti partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan Negeri Halong. Maka dari itu suatu pemberdayaan 
masyarakat harus dilakukan untuk meningkatkan kretivitas masyarakat Negeri 
Halong. Terkait hasil kesimpulan penelitian diatas baik berdasarkan berbagai 
pertimbangan. Pertimbangan itu meliputi aspek-aspek yang digunakan untuk melihat 
pemberdayaan masyarakt yang ada dalam Kantor Negeri Halong. Jika dijabar yang 
sorot maka akan Nampak hasil kesimpulan berdasarkan lima indikator yang digunakan 
dalam penelitian ini: Kesejahteraan.Akses. Kesadaran kritis. Partisipasi. Kontrol.Dari 
penjabaran diatas, dapat disimpulkan terkait pemberdayaan masyarakat yang ada di 
Kantor Negeri Halong saat ini penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif pada 
pemberdayaan masyarakat di Kantor Negeri Halong dengan menggunakan lima 
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indikator pemberdayaan masyarakat yang dapat dikatakan bahwa pemberdayaan 
masyarakat di Kantor Negeri Halong tidak begitu baik. 
 
SARAN 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal, yaitu sebagai 
berikut: Pertama, Melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat agar biasa 
meningkatkan potensi masyarakat dalam berpartisipasi menjalankan program Negeri 
Halong yang telah disepakati, demi tercapainya sumber daya manusia yang handal. 
Kedua, Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, karena suatu negeri atau desa berkembang itu dilihat dari 
cara memberdayaakan masyarakatnya dalam meningkatkan sumber daya manusia 
yang kreatif serta potensi yang tersembunyi dalam diri individu maupun kelompok. 
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